
BUPATIMANOKWARISELATAN 
PROVINS! PAPUA BARAT 

PERATURAN BUPATI 
NOMOR 11 TAHUN 2024 

TENT ANG 

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS 
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MANOKWARI SELATAN, 
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas 

penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem 
pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi 
kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti 
akuntabilitas dan memori kolektif bangsa; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip 
Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip 
dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan 
Dinamis Terintegrasi, sehingga perlu menyusun 
pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem 
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2097); 



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Rebublik 
Indonesia Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di 
Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5365); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 



Menetapkan 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomom 1 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6905); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ten tang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6400); 

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi nomor 679 tahun 2020 tentang 
Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis; 

14. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN TENTANG 
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN 
DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan. 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta 
Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 
kearsipan. 

6. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan 
secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 

7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, orgamsasi 
kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu. 

9. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 
dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan 
arsip dinamis. 

10. Arsip Elektronik adalah Arsip yang diciptakan (dibuat dan diterima) dalam 
format elektronik atau Arsip hasil alih media dari arsip kertas. 

11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan 
yang dibuat dan/ a tau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan 
instansi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan. 

12. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang dibuat dan/atau diterima 
oleh pejabat/pimpinan berwenang yang terekam dalam media elektronik 
sebagai alat komunikasi kedinasan. 

13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik 
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau 
menyebarkan informasi elektronik. 

14. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan 
kegiatan Penciptaan Arsip di lingkungan kerjanya. 

15. Pemeliharaan Arsip Dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, 
keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya yang 
meliputi kegiatan Pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, Arsip lnaktif, 
dan Alih Media Arsip. 

16. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang 
tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya 
sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, 
kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. 

1 7. Alih Media adalah kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke 
media lainnya dalam rangka memudahkan akses arsip. 



18. Sentral Arsip Aktif (Central File) adalah tempat penyirnpanan Arsip Aktif 
yang dirancang untuk penyimpanan Arsip secara efisien, efektif, dan aman. 

19. Sentral Arsip Inaktif (Records Center) adalah tempat penyimpanan Arsip 
Inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan Arsip. 

20. Berkas adalah himpunan Arsip yang disatukan karena memiliki 
keterkaitan dalam suatu konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki 
kesamaanjenis kegiatan/peristiwa dan/atau kesamaan masalah. 

21. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem pengelolaan Arsip Dinamis 
elektronik mencakup perangkat lunak (software) dan perangkat keras 
(hardware) seperti komputer serta jaringan telekomunikasi dan/atau 
sistem komunikasi elektronik. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pedoman Penerapan SRIKANDI dimaksudkan untuk memberi kemudahan, 
ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem 
informasi kearsipan dinamis terintegrasi. 

(2) Pedoman Penerapan SRIKANDI bertujuan untuk mendukung 
terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi 
umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tatakelola 
pemerintahan yang bersih dan efektif. 

Pasal 3 

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Manokwari Selatan dalam menerapkan SRIKANDI sebagaimana 
dimaksud pasal 2 harus mengacu pada Pedoman Penerapan SRIKANDI. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

(1) Ruang Lingkup Pedoman Penerapan SRIKANDI disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 
a. indikator SRIKANDI; dan 
b. penerapan SRIKANDI. 

(2) Pedoman Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari 
Sela tan. 

Ditetapkan di Ransiki 
pada tanggal 13 Februari 2024 
BUPAJf�ANOK\YARI SELATAN 

'<) /' . . ,.., 

Diundangkan di Ransiki 
Pada tanggal 13 Februari 2024 

S S DAERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 
NO MOR 


